BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2018 NOMOR 57

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

bahwa untuk memberikan standarisasi dan pedoman
bagi aparatur penyelenggara pelayanan terpadu satu
pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
secara kontraktual dan bertanggung jawab, perlu
menyusun standar pelayanan publik.

bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Republik Indonesia Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantaeng Tahun 2016 nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANTAENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

Bupati adalah Bupati Bantaeng;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang merupakan
unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu,;

Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Perangkat Daerah/Instansi Teknis
terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi
persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang
merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau di
perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau
kegiatan tertentu;

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah penyelenggaraan
yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian
bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem
satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan
dalam satu tempat;

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri, maupun penanam modal asing, untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;

Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan
persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan
ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam
pelayanan;

Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Perizinan paralel adalah penyelengaraan perizinan yang diberikan kepada
pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin
yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan;

Perizinan lanjutan secara otomatis adalah penyelengaraan perizinan yang
diberikan kepada pelaku usaha dengan menerbitkan sebulan sebelum
jatuh tempo;

Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai
dugaaan terjadinya penyelenggaraan pelayanan publik yang menyimpang
dan/ atau tidak sesuai dengan standar pelayanan serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pembinaan adalah wupaya pengembangan, pemantapan, pemantauan,
evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan aparat Pelayanan oleh
Bupati;
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18. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang
dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-
Undagan;

19. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik
terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar pelayanan publik dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya sesuai tugas dan
fungsinya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan
memberikan kepastian hubungan dalam pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati, yakni:

a. sebagai standarisasi yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan
pekerjaan sesuai tugasnya;

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh
seorang aparatur dalam melaksanakan tugas;

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

d. membantu aparatur menjadi lebih mandiRepublik Indonesiadan tidak

tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi

keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur

dalam memperbaiki kinerja;

g. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat
berlangsung dalam berbagai situasi;

h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu,
persyaratan, waktu, biaya dan prosedur;

i. memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus
dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

j- memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;

k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang
aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

l. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

S0

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Standar pelayanan publik yang dilakukan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

a. konsisten, yaitu Standar pelayanan publik harus dilaksanakan secara
konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi yang
relatif sama oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

b. komitmen, yaitu Standar pelayanan publik harus dilaksanakan dengan
komitmen penuh dari seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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c. perbaikan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan Standar pelayanan publik
harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memeroleh prosedur yang
efektif dan efisien;

d. mengikat, yaitu standar pelayanan publik harus mengikat pelaksana Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;

e. seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh unsur melaksanakan
peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur
tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, akan mengganggu
keseluruhan proses yang dapat berdampak pada terganggunya proses
penyelenggaraan pelayanan,;

f. terdokumentasi dengan baik, yaitu seluruh prosedur yang telah
distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu
dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak yang memerlukan;

g. publikasi, yaitu standar pelayanan publik wajib dipublikasikan sebagai
wujud keterbukaan infomasi publik.

BAB IV
JENIS STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

Jenis Standar pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
peraturan ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala DPMPTSP wajib melakukan monitoring implementasi Standar
pelayanan publik setiap 6 (enam) bulan sekali dengan melakukan
pertemuan disertai pengumpulan informasi dan/atau data dari pelaksana
dan pengguna layanan.

(2) Memonitoring implementasi Standar pelayanan  publik dengan
menggunakan kartu kontrol.

Pasal 7

(1) Evaluasi Standar pelayanan publik dilaksanakan dalam kurun waktu 1
(satu) tahun secara reguler, dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan
pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Standar
pelayanan publik secara insidentil.

(2) Standar pelayanan publik dievaluasi oleh tim penyusun pada DPMPTSP,
dan dapat dilakukan justifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 8
Setiap hasil penyusunan, revisi, dan evaluasi Standar pelayanan publik pada

DPMPTSP akan dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan
Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS-DAERAH KABUPATEN BANTAENG

e

P

\
ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 57
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